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3. Undang 2 

b. bahwa dalam perubaban anggaran pendapatan dao belanja daerah tahun 
anggaran 2016 dana PDPM Kabupaten Bungo dianggarkan dalam dokumen 
pelaksanaan anggarao Pejabat Peogelola Keuangan Daerah pada rekening 
belan]a Baotuao Keuangan kepada Dusuo yang menjadi salah satu 
komponen penerimaan Dusun, sehiogga terhadap pedoman dan petunjuk 
tekrus Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah 
ditetapkan deogan Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2015 perlu 
dicinjau kernbali dan diganti; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangao sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk 
T eknis Program Daerah Pcmberdayaan Masyarakat (PDPM) Kabupaten 
Bungo; 

: 1. Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerab 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 1956 Nomor 25) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tenta.ng 
Pcmbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat IT 
Tanjuog Jabuog [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupateo Muaro Jambi clan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Uodang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang 
Pembentukao Kabupaten Sarolaogun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabuparen Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tarobahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

BCP.ATI BUNGO, 

:1... b.2hu~ mempedornani Peraturan Mentci Dalarn Negeri Nomor 14 Tabun 
_ 16 ccnrang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
.. ·omor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah clan Bantuan 
Sosiai Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
cbn.:a PDP~! Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 tidak memungkinkan 
unruk dilaksanakan atas beban anggaran belanja hibah, karena UPK PDPM 
sebagai pengelola kegiatan saat ini dikategorikan sebagai badan/lembaga 
dimana untuk menerima dana hibah dalam APBD barus memenuhi 
pers~uatan tertentu clan tidak diperkcnankan menerima hibah setiap tahun 
secara ecrus menerus; 
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-=-~ ~ Bupari iai yang dunaksud dengan: 
fbc:::;1'.. :clz.bh Kabupatcn Bungo. 

~:;;:,b Daerah adabh kepala daerah sebagai unsur penyelanggara pemerintahao daerah 
r= r::,en::;,,;in pebks~ urusan pemenntahan yang memadi kewenangan daerah otonom, 

E::p:ci sdmh Bupazi Bungo. 
~t"C'C7:1:n zdmh wilaJ2h kctj2 Carruc seb:zgai Pc:angkat Dac::th; 

C=: ~ 1Kcp2h Kecamatsn; 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

MEMUTUSKAN: 

. PERATiiR.\.." BL-PATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK 
~IS PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
(PDP~!' K.\BCPATEN BUNGO. 

3. Undang-Uruhng Nomor 33 Tahun rcon~ ~ Keuaog:,..n 
Antu2 Pcmcri.o.tah Pusat CW1 Pcmt:riot:alun 02C2h (Lcmba.cao Negara 
Republik lndoaesia Tahun 2004 Nomo.r 1.26, T~ Lembaran Negara 
Republik Indone ia Nomor 443$); 

.t. Undang-Undang l'\omor 12 Tahun 2011 ccotang Pembcotukan Peraturan 
Perundaag-undangsn (Lembaran Neg:u:a Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Uadang-Undang Nomor 6 Tahuo 2014 tentaog Dusuo (Lemb:u:w Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5495); 

6. Ucdang-Lndang Nomoc 23 Tahun 2014 tentaog Pemerintaha.n Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
bebcrapa kali cliubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 
rentang Perubahao kedua ams Undang-Uodang Nomor 23 Tabun 2014 
teot:ing Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679, ; 

Peraruran Pemccintah Nom01: 43 Tahun 2014 teotang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 Tahuo 2014 teot.ang Dusun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahao Lcmbarao Negara 
Republik Indonesia 5539) 

Pezaruran Menteri Dalam Negcri Nomor 113 Tahun 2014 tcntang Pengelolan 
Keuangan Dusun (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093): 

9. Peraruran Dacrah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa 
Mcnjadt Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusuo menjadi Kampuog (Lembaran 
Daerah K.abupateo Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraruran Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan · Kepala Desa 
Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dao Dusun menjadi Kampung (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2). 

... z. 



- , ~ 'f"..:i:? thp..t di!::;k:ubo cbhm PDPM srl1!:m Pe ,ft. 2::....ll!l Pe6asvn Sazaaa 
'Pj ECJ IP J ~ d:zh:n an;b ~ m:.i.SP"..:::arn. 

Pasal 5 

Bagian Ketiga 
Jen.is Kcgiatan 

------~ Dim PDP.M yang direrima oleh setiap dusuo sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta 
- ~ dcc:gm perincian 9()% (sembtlan puluh persen) untuk Pembangunan/Perbaikan 
< ::L:u: Susna Publik Skala Keal. 3% (tiga pcrsen) dipergunakan untuk honor clan 

:: • •" m-,~ L"PK. -• o (rujuh persen, clipergunakan untuk honor dan operasional TPK. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Alokasi Dana 

b..cikan untuk seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo dengan 
~r , b::aogbn asas pemcrataan. 

dana PDP~! sebagaunana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
-~ sebagai Pendapatan Dusun yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten. 

-- ..... :.c PDPM diretapkan di dalam RKP Dus tahuo bcrsangkutan. 

::.C:::=:ll bf' yang muncul ciao kcgiatan PDPM clit.anggung sepenuhnya olch dana PDPM. 

Pasal 3 

;:=:i~1:2n chri Pemenmah Daerah Kabupaten Bungo kcpada masyarakat Dusun rnelalui 
==:r::o Durun. 

Pasal 2 

Bagian Pcrtama 
Pencrima Bantuan 

BABU 
~ AP!u~ PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) 

KABUPATEN BUNGO 

--d1bh esaruaa masymi.b.t hukum yang man..iliki baw-inoas wib.yah yang bern-em.ng 
r:le032tur daa mcngurus kepentingan ma...cyarwt sctcmpat berdasarkan asalusul clan 
~- sctcmp:lt y:mg diakui dan dihorrnati dalam Sistem Pemerintaban Negara Kesatuan 

• Endoncsia. 

==::::i·l!:" Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagar unsur penyelenggara 
--==---=!::w Dusun, 

~:uawi Dusua yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang 
-:=::=:;::u:JE:: perwujcdan demokrasi dalam penyclenggaraan pcmerintahan dusun scbagai unsur 

2~;:z:2 pemeriatahan dusun; 

_::;;:~~ Peadaparan dan Belanja Daerah yang selanjumya disingkat APBD aclalah APBD 
:-z:::c Bungo; 

~ ~ Pemberdayaan Masyarakat yang sclanjutnya disingkat PDPM adalah program 
pemberdayaan yang berbasis masyarakat untuk mendorong tercipt.aoya 

.... :=M cb.n kesejahteraan masyarakat yang bertujuan uotuk mcningkatkao kesejahteraan 
ic::!,c:::;112u:1:atnn kc..ia masyamkat miskin di perdesaan deogao mendorong kemandirian da1am 

urusan dan pengelolaan pcmbangunao. 

.,. 



b!:ri TPK selarna 1 (saru) tahun anggaran dan dapat diusulkao kembali pada ta.bun 
• .::::.c:i bezikutaya, 

-~.;:s TPK dan CPK berhenzi atan diberhenrikan apabi!1: 

~chum: 
L1CCZ-....:br:b:o ~ --~-- 

Pasal 8 

.......-:::t:S:J::::Jbn musyawarah Dusun meogangkat anggota TPK dengao Keputusan Rio. 

_...._.....,, l'Pi,. odak dibenarkan untuk mcmangku jabatan rangkap scbagai: 

~-..,.- S:rukrunl dan atau Fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah 
.cc: Pemerintahan Dusun; 

,____, BPD beserta anggom . 

.......... ,...._ TPK terdiri clan Ketua, Sek.retaos clan Bcndahara. 

- ::crx: rans harus dipenuhi olcb pengurus TPK antara lain 

L. epada Tuhan Yang Maha Esa; 
~ J:r::moi clan Rohani; 

--Olj'2i Jiw2 pembangunan; 
&:::::: r4· ~ dan menetnp di dusun sekurang-kurangnya 2 (dua) ta.bun berturut-turut; 
....e: = sckw::mg-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun; 
3::hp::ib2d1:m baik, jujur, adil, cakap, berw:ibawa clan peouh pengabdian untuk. 
: :, ;;,::bo pembangunan dusun; clan 

::::n:ibn kesediaaanya untuk. dicalonkan sebagai pengurus 

i..;o;;..&Jo"""iun kcgiatan PDPM Rio menunjuk TPK sebagai pelaksaoa kegiatan 
~..._,..:::=r:. PD PM . 

Pasal 7 

BagianKedua 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

M disalurkan dari rekerung Kas Daerah kc Rekenlng K.as Dusun 

~ scb:2g:timana d.imaksud pada ayat (1) dilakukankan atas rekomendasi Kepala 
~PP&KB Kabuparen Bungo 

Pasal 6 

Bagian Pertama 
Penyaluran Dana PDPM 

BAB III 
Pelaksanaan PDPM 

ic=.:; d :i:, pcm1n.ngumn cbJ>2t bt-..qn : 
;_;~=::::t:::::;.rn!,mt,m/Pttb,.ibn infnst..'"Uktur pcrdesaaa sbla kccl ~ pcningbWl kualitas 

~ pemerintahan dusun kepada rnasyarakat pcrdesun: 

c,.:~::::i pcrun.gbt:u1 kmlit2, hidup melalui pemlnngutWl sarana pn~aran.a kesehatan 
~~~ ~gga masyarakat produktif dawn bekerja; 

----~ pemngkatan kualitas hidup rnclalui pcmbaogunao sarana ptasarana perckonomian 
~:::::;:~ cbp,: memenuhi keburuhan pokok sehari-hari 



eta:;;::m::rn ~-~ t, 

7K :.::ie:-J?ru.o lc.-nhaga ~ dibenmk oleh Badan Kerj1S™ _\n;r Desa 'BK.. ID . 
- -. .:' .::1 t:.XO"..=.juk iSPK d~ Kepurussa Bupac.. 

~ ~u~Juk Lr-PK sebagai tenaga pendamping TPK dalam melaksanakan pembangunan 
ro~!. 
~- d:..b.m rnehk:smak:rn kegiaran pembangunan PDPM waiib didampi.o.gi oleh UPK 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

- - ~~rim.a honor, uang rapat clan operasional TPK dari bendahara Dusun 
~i -;;,+.a diraaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Permintaan Pembayarao. (SPP) 
~ PCC1b:ingunan. 

~iad:1bh: 
-- o:.= ~gclola kegiatan PDPM berhak meneri:na Insentif dan Biaya Operasional 
-=-...,=,... ~ rn:; roral alokasi, 

Jc;g dikeloia oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh 
-=.-...·-=:::I:.o......'7 TPK dan bendahara Dusuo sesuai dengan Su.rat Permintaan Pembayaran (SPP) 

ccllr..gunan. 
pc:r:inngunao roembuat SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan RAB 

_Pc=:nnTPK 

__ --~. 6.::1 bercanggung jawab terhadap kegiatan PDPM di Dusun; 
c:::;;::ok:m musyawarah/ rapat yang be.rhubungan dengan kegi.atan PDPM; 

_..__........_. c:xo;adakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar dao desain kegfatan 
~::::r:::::;::~...:: PD P~I; 
:::c::==::=£ c:b.c; dan pekctja/buruh untuk kegiatan pembangunan PDPM; 

• o/pen1ual barang untuk kegiatan pembangunan PDPM; 
~:.:;:.c:::..:i= beb.nja dan pembayaran atas kegiatan pembangunan PDPM; 
~::e:::~:s:;x bukri penanggungjawaban belanja kegiatan pembangunan PDPM; 

- DU. usaha kcuangao dao administrasi kegiatan pembangunan PDPM; 
.- -=1JL..erim2kao basil pekerjaan kegiatan pembangunan PDPM kepada tim penerima 

~;::un pembangurutn Dusun; 
=:e:~::kli::J progres kegiatan pembangunan PDPM kepada Rio dan UPK setiap bulan; 
:=c:::: .:::::, b-; bukn belaoja kegiatan pcmbaogunan PDPM kepada Rio/bendahara. 

Pasal 9 

• mchks_aM.b.n tugas dengan baik; 
.... memenuhi syarat-sya.oc sebagaimana ditctapkan dalam Pezaturan Bupati ini; dan 

.....___... ~t rindak pidana. 

- er a. "Wl Pen gurus sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a clan huruf d, ditetapkan 
~-- Kq,a:usan Rio berdasarkan Musyawarah Dusun. 

cermpat peogurus TPK yang berhenti atau dibcrhentikan, maka untuk mengisi 
~ F116 kosong, Rio berhak mengangkat pegurus TPK yang baru dengan Keputusan =~== ... hasil rnusyawarah Dusun. 

.5. 



Fss: ,,;,;;n:: Tekr:ik Kahupsrea adalah supemsor manajerial profesiooal yang berkedudukan di 
c=::b.r Kabu;n.:cll daa berperaa sebagai pendamping dan ~'P---'(ll a:2.S hasil kualitas teknik 
h:g.:mn pr:a-a::::,1:a t1mu:-Jk...-ur: perdesssn, =::.ub! ~ 5osi:,Ec:2ri r.:o.?-:. pe:encan.uo desam, 
R.o\B.. ~.:ci <hn ~Jku::an ~ p,ehks:.io:nr; ~ 

Pasal 1~ 

Bagian Ketiga 
Kedudukan, Tugas Dan Hak 
Fasilitator Teknik Kabupaten 

\so: .1, ." .. ,:;, Tim Koordinasi Kabupaten sebagai Forum lintas sektor clan lintas pelaku sebagai 
"" t.. ~--du::..st, fasilitasi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatao Program Daerah 
~yun Masyarakat (PDPM); 

_ - "";::~ Tim Koordin.asi Kabupaten adalah Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Program Daerah 
8: !:x:d..pan ~iasyatakat (PDPM); 
~-s run Koordinasi Kabupaten adalah untuk melakukan Koordinasi, Fasilitasi, 
~ngm Keriasama, Pemantauan dan Evaluasi, 

Pasal 13 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Tim Koordinasi Kabupaten 

~ar: Tm Y erifikasi Kecamatao adalah Tim yang terdiri dari Pendamping Lokal dan 
~ ~ukan di Tingkat Kecamatan; 

;:::::c: 1IT::::i \~crifik.aSt adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua 
- pesem PDP~!; 
,, -c.~ T.cn V cri.5.kasi kecamatan adalah membuat rekomendasi sebagai dasar pertj.mbangan 
:.:e::.::. "'2r,. kepurusan layak clan tidak layaknya suatu usulan dari dusun 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Peran Dan Fungsi 
Tim Verifikasi Di Kecamatan 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB III 

~ cb.n ewajiban l'PK adalah: 

cendampingi TPK dalam kccamatan sctempat; 
~n bimbingan tek.rus terhadap TPK; 

c:c::,!:no:u TPK dalam penatausahaan keuangan dao administrasi kegiatan pembangunan 
rn~u: 
oa:·wsun dan memberi.kan laporan progres kegiatan pembangunan PDPM setiap Dusun 
_.,,__.. :semp bulannya kepada Kepala BPMPDPP&KB Kabupateo Bungo, melalui Fasilitator 

~ Ksbuparen (Fas-Kab) dengan tembusan kepada Camat; 
:=:: e , , ca ua.n.g honor dan operasional scbesar 3% dari total alokasi dana, 

memberikan hak UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui 
-=---~""' Dnsun, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kaur Pembangunan. 

Pasa.l 11 



_ Fc::::bm::a20 sebagairoaoa dimaksud pada ayat (1) dalam un memfasilitasioya itu memberikan 
pet!nm:ao, bimbingan, pelazihan, arahan dao supereisi SC5W.l dengan peratura.n perundaog­ 
~gan yan.g berlaku, 

- ~ .seha,zzi:111n2 ~ pada ayat (1) :nclipuci. ~~: 
L !-.itt2;~ 

~ berwenang melakukan pembinaan dan peogawasao tetbadap pelaksanaan kegiatan 
~... rm, cima PDP~{. 

Pasal 16 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABV 

5t:s:r:n pelaporan pertaagguogjawaban scsuai dcngan tatausaha keuangao Dusun. 

"'.'..cq;doh20PDP~i : 

~ kegiatan PDPM dilakukan secara transparan, akuntabel, akseptabd clan 
int:::~n!li; 

~ ~rakat terlibat sccara aktif; 

~ kegiatan yang mendukung pcmbaogunan berkclanjutan (Suistanable 
~:ncnt). 

1 & s ,c pcnt?;Clolaan PDPM dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan 
~~==.:::,n12,i rersebur d.alam ayat (1 ). 

:.:-.=:::x1=;~:::;:;iJ!liPmtban : 

~gjawaban PDPi\1 disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah 
~ 

Pasal 15 

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABANPDPM 

BAB IV 

Lc:n::r:, h'tmo3rium dan biaya operasional diatur daJam kootrak ketja. 

.:....:::..:~::::;:~ :cm: kc TPK ditingkat dusun . 

.a.;;,,..--.- Tdmik Ksbuparen · 

~-- Tcknik kabupaten berhak mendapatkan Honorarium; 

·~......_ ..... Tcknik Ksbuparen diberikan biaya operasional seperti transport, Komunikasi da.n 

mcrnbcrbo b:m~ P26 ~ ~t kca.::laato clan dusun; 
~.:O:::::::::i.'.t:t:1 pcn:b:mp,'62l1 ~cb pebku tingbt k«mnWl dan dusua; 
-....:.:!~::::t::;~pcme,1:s:aan desain dan RAB: 
~;ii:::;:tin ~. m q;umn pnsaruia; 

::.:.:..:::=:::".:l::s::.:n:s:: pem.ngan masalah bcrkaican dengao kemajuan pclaksanaan fisik. di lapangao; 
- ':::s.;::1 dm menyampaikaa laporan perkembangan kcgiatan secara rutin pada Sat.ker 



H. RIDWAl'l IS. 
--=--[\ O_\ERAH K..J.\Bt.;-PAT&~ BU~G( T.\HUN 2016 NOMOR ~ 

~--\RIS DAE.R..-\H KABu'"PATEN BL"NGO, 

•• IEU•H :)tff.Uil 5C!>Ul.l l'E IEIIIUAN 

WAnBuNGO 

H~SPd 

Ditetapkan di Mua.ra Bungo 
pada tanggal, 17 o kf<Sber 2016 

SEKOA ~) IUH10 

BUPATI BUNGO, · ~ 
~uo-..A~~"', 

~___..- __ __.... ......... mi zaulai betlaku pada tanggal d.iundaogkan . 

..,...., mengetahuinya memerintahkao pengundangan Peraturan Bupati. ini dengan 
--------,,. c:uh:::i Serita Dacrah Kabupaten Bungo. 

Pasal 18 

.:i!:::C::::::ix::::: Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2015 
i!::l:~::: chn Perunjuk Teknis Program Daerah Pemberdayaan Masyarnkat (PDPM) 

~::-::;:::c::'.'!: !:l=~ (Be.::ita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 8) clicabut dan dinyatakao 

Pasal 17 

.=:::::c:::::.= c= Penetapan Urut Pengelola Kcgiatan (UPK), Pendamping Lokal, PJOKec, 
daa Lokasi serta Alokasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarak.at (PDPM) 

~ Peraruran Bupati. 

~ Operasional (PTO) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) 
=--::;;;.-:-;;::=::=:: c::rcultum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkao dengao Peraturan 

Pasal 17 

KETENTUANPENUTUP 
BAB VI 

~ ~ pembinasn dan pcnga~'2~an ~elng:lim202 dinnkrud pada ayat (1), Bupao 
::=::::::c:::~ Tt:n Koordiaasi Kabupaten yang ditetapkan deng:w Kepumsan Bupati, 

~ dimaksud dalam ayat (4) bcnanggung jawab kepad..a Bupati. 

.•. 



tanu 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 

::e:tcwa aan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, 

".a~iri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan Dusun tertinggal. 

/a-cin Perdesaan adalah program untuk memercepat penanggulangan 

=__..,.._ a- secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan 

-:e::-~i pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang 

s-;::-.:; - • a nllai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan 

a:a-,ga- e1a dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas 

e:3~- se-ta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 

~-: Ge"'Saf'I itu Pemerintah Kabupaten Bungo mulai Tahun Anggaran 2012 

~.=-;garaKan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang sumber 

-Z"'-= = dan APBD Kabupaten Bungo. 
• · PD~M adaiah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 

~esaa... Kesejateraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 

.. :a-.:- .:-.a .... oerarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang 

-:..""::: d" -~.- ungannya mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta 

~ g~:o.a su+be- daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

apasitas, dan pendayagunaan. 

, ~ r-:--=--;·1 ki persoalan kemiskinan dan penggangguran. Kemiskinan di Indonesia 

:a:~ - -· can tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan 

_ -- a"tar wilayah. Persoalan penggangguran lebih dipicu oleh rendahnya 

e:s:: .... c::: -:- can peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk 

----.e.-·-""'-.....a:1£:riya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi 
.,.. ::.e_-:.::yaar Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, 

I. KEBIJAKAN POKOK 

PSUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN 
PPOGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) 

KABUPATEN BUNGO 

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) 



~-------------------------------------------------------------.---'! --1-~--=--.i:, L!ii::::::!iOclc:::a;;a:::a:J .Pcc:2::tibclh Pc-=:c 1 '$3:."0 V~a:21.z (PDPM) t.ci:;m=: u : I 

UARAN PROGRAM 

~ -e-,ad "la oen·ngkatan keter1ibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok 

peremo ... a"' 'T'u a dan perencanaan sampai dengan pe estarian 

Te e; baganya slsterr pernoarquoan par.:s1oatif dt cusun dan antar dusun 

- CE: ediaxan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh 

l':""_..as ara at 

ooorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar dusun 

:~embangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya 

....e-w3nggulangan kemiskianan perdesaan. 

- .... ::a:: mum PDPM adalah meningkatkan kesejateraan dan kesempatan kerja 

as .a.ma• miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan 

lf?'t'T-::sa:1 dan pengelolaan pembangunan. 

:::a:i ususnya meliputi: 

~- _katkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan 

~ elompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, 

i;eaksanaan. pemantauan dan pelestarian pembangunan 

r-=e=-mbagai<an pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan 

~ aayalokal 

:engembarigkan kapasitas pemerintahan dusun dalam menfasilitasi pengelolaan 

a g.;r,an partisipatit 

:::az:: rangka mencapai vrst dan misi PDPM, strategi yang dikembangkan PDPM yaitu 

~-:an masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem 

~~unan parusipatlt, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar dusun. 

5a :asaikan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka POPM lebih menekankan 

_ _....,_,.,"'-'a pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PDPM diharapkan 

=-2::5- a.-a~~ dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian 

::::z: !Ebe rlan Jut an. 

·mPManata: 

• katan kapasltas masyarakat dan kelernbagaannya; 

r,d,il::.fflrna;aan sistem oembangunan partisioatif: 

_ pe,~ tifan fungsi dan peran pemenntah lo!<al; 

~~· atan kualitas dan kuantrtas prasarana sarana sosiat dasar dan ekonomi 

r:::asyarakat: 

- pe:l,geffibangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 



Demokratis. PengerJan pnnsio demoxrats adalah masyarakat mengambil 

.. rnrsan oembangunan secara musyawarah can mufa at; 

Ben:>t:ientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada 

2S{a.J-a..,..at miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada 

·~-a; a, m skin; 

Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 

::a:.a::-: eroses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap 

s:sa :sas· perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan 

, e ~ an sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil; 

Kesetaraan dan keadi/an gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan 

ga- =~ acalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaran dalam 

p:ra-nya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan 

~:lg.man, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat 

:.c Otsent:alisasi Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang 

epada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan 

-....a.ya an yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas 

~~~ OASAR PDPM 

;,an Pedoman Umum, PDPM mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang 

-e.at:: ~ landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun 

.c.ig akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PDPM. Nilai-nilai 

--l::2'"'ES:!:IU .. diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PDPM. 

tu meliputi: 

pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada 

:e :ca ,g_-an manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang 

langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada 

:e:::t.:a~-nan fisik semata; 

:=.:ncmi·. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan 

21e::.a::~an mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi 

- =i-ac :;a cerimgka\an l)e{an sena dan ke{\a sama l)afa ?emangku keµen\,ngan 

~ uµaya penanggu\angan kem,sk,nan oerdesaan. 

r,:e::J:j;;a:tg_ftl - an pa tis Io a tif 

• dan bermanfaatnya hasil keqratan POPM bagi masyarakat 

can beri<.embangnya l<.erjasama antar dusun dalam pengelolaan 

~ memfas ,asi -Eal 'fa pen!ng atan aoasitas pemef ua 'i --.....,,. ..... 



Kriteria Alokasi 

/.Jiokasi dana PDPM pada setiap kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah 

::. oaten Bul"\go dengan mempertimbangkan jumlah dusun. 

ber dan Ketentuan Alokasi Dana PDPM 
.=-bep dana berasal dari: 

- - -ggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD); 

S wad a ya Masyarakat; 

::>arJsioasi Ounia Usaha. 

1=91iCJOO'\AN 
r::;c: _pa an Program Pemerintahan Oaerah Kabupaten Bungo, artinya program ini 

::i!::~ca:2!:ta , duaksanakan dan didanai berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh 

':e: e ·a~ Oaerah. 

g.iic,mpok Sasaran: 

.rasyarakat miskin di perdesaan, 

e;embagaan masyarakat di perdesaan, 

e:embagaan pemerintahan lokal. 

~­ - 

.-C!ii:ZSi" Sas a ran: 

?PSI sasaran PDPM meliputi 141 dusun pada 16 kecamatan dalam Kabupaten 

-ratJSparansi dan Akuntabel. PengerJan p--s·:J transcarans' can a: ntabel adalah 

r: aral at memitiki akses terhadap segala informasl ca proses pengambilan 

arsan sehinggan pengelolaan keg1atan dapat di'aksanakan secara terbuka dan 

~ a~rtanggungjawabkan baik secara moral, tekms legaL maupun administratif; 

Priolftas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang 

.. zama an dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk 

i;::e:;J;...;rtasan kemiskinan; 

~njutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap 

-m::i an keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, 

....._._.__.~- aan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah 

-=_,..,~:mbangkan sistem pelestariannya . 



~----~--------~~~----~~~~~~--~~------~--~~~~~ 
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- -::rr:buatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Dusun (Rio) 

c~ gan TPK; 

-pK menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai kebutuhan 

-:.;arnp,ri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (Gambar Desain, 

- ?:.. B dan lampiran-lampirannya). 

ntu'< penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban 

sebelurnnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. 

lll!a:li·sme Penyaluran Dana 
.-,..-,--= w"art dana adalah proses penyaluran dari rekening Ousun kepada Tim 

~ aan Kegiatan (TPK) di dusun. Mekanisme penyaluran dana sebagai 

.,.. ""enerbitan Surat Permintaan Pembayaran harus dilampiri dengan berita acara 
ias: pemeriksaan terhadap kesiapan Administrasi yang dilakukan Fasilitator 

- upaten (FasKab); 

- 9.esa"an dana POPM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak 

t:rr"asuk pajak, retribusi atau biaya lamnya. 

2u .... go; 
,.....engajuan pencairan dana PDPM ke BPKAO diatur dalam Peraturan Bupati 

kanisme Pencairan Dana 

'=r'.a ·sme pencairan dana oar' Sadan Penqelolaan Keuangan dan Aset Oaerah 

_ :'.:KAO) atau Kas Oaerah ke reken ng Dusun diatur sebaqa' berikut: 

- Pencairan dana dilakukan melalut mekarusrne APBD sesuai aturan yang 

oertaku; 



- c.a:=.a Operasional UPK dan Pelaksana di Dusun 
•..=::- __ an biaya operasional kegiatan TPK/Dusun dan UPK/Kecamatan bertumpu 

::1 -: swacaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut 

.-:.=e .,.a.., oantuan operasional pengelolaan dari PDPM. 

- eA a Operasional Pengelolaan (BOP) bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di 

... ecamatan sebesar maksimal 3% (Tiga per seratus) dari Dana PDPM; 

- ::la-a operasional TPK/ Dusun maksimal 7% (Tujuh per seratus) dari dana 

:::o::> l yang dialokasikan sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) untuk dusun 

,, a .. g oersangkutan. 
----=- .:: Coerasional Pengelolaan (BOP) dialokasikan dipergunakan untuk Bantuan 

- ansoortasl Biaya Makan dan Minum Rapat. Alat Tulis Kantor, Penyusunan 

::;-:ra"' Cetak/Penggandaan, lnsentif pengurus TPK, Biaya Pendampingan oleh 

:, can Biaya Dokumentasi, yang perincian besaran penggunaannya diatur 

cercasarxan musyawarah UPK dan TPK yang bersangkutan dan disusun menjadi 

=~-ca"'a Anggaran Operasional yang diserahkan ke Fasilitator Kabupaten. 

Pembukuan Bukti-bukli Pcmbll}Aron 

;:..ia:zn i,;qwnan 
it harus 
~a~ar 

t 
habis 

Penyiapan 

r 

SPPB-S~lf'rKW 
~ + ~ ·:-.1r lllhap alJl,r 

t 1.2~ 



·eg·atan dimaksud meliputi, Pembangunan ataupun Perbaikan Sarana dan 

= asarana Air Bersih Sarana Sanitasi Lingkungan, MCK, Sarana dan Prasarana 

~; ,e"'du-<ung Ekonomi Perdesaan (Pasar Dusun). Jalan Setapak (Rabat 

=-=::-), Jalar. L"gkungan. Pembukaan Ja a, Baru'Perkerasan. Got!Tali 

s ·e.., s xeq-atan yang dibiayai melalui PDPM adalah sebagai berikut: 

a _; atan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat 

~.berl(an manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi 

:a;· +asyarakat miskin atau rumah tangga miskin; 
~ a:ari penmgkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan; 

ria dan Jenis Kegiatan 

•"~...a ar iang akan dibiayai melalui dana PDPM diutamakan untuk kegiatan yang 

~s.u I kMena: 
- _elj n oermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin; 

_ 3,e·ca!""'lpak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; 

Oa!;at dtkerjakan oleh masyarakat; 

=. : =-1 ... ung oleh sumber daya yang ada; 

_ ":,iii.~ potensi berkembang dan berkelanjutan; 

s: -e·caftar dalam RPJMDus dan RKPDus; 

_ -e,.. .... a,..,g dalam APBDusun . 

Ousun Berpartisipasi 
Se:uru- d ... sun d K.ecamatan penerima PDPM berhak berpartisipasi dalam seluruh 

- anan program Untuk dapat berpartisifasi dalam PDPM, dituntut adanya 

:.,::: -pan oan masyarakat dan dusun dalam menyelenggarakan pertemuan­ 

i.:ez-~-nuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader dusun 

;'Z')] bertuqas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan 

c::e- ::.-sa:,al<an ketentuan dalam PDPM 

=-=--~ casar PDPM merupakan ketentuao-keteotuan ooxox ya"'g digunakan sebagai 

-; masyarasat dan pelaku lamnya da a,..., melaksanakan r<eg1atan, mulai dari 

ceoe .. canaan, pelaxsanaan. pengawasan dan oelestarian. Ketentuan dasar 

untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar 

II. KETENTUAN CASAR POP 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.---- 
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Jen is Kegiatan yang Dilarang (Negatif List) 

erus 1keg,atan yang tidak boleh didanai melalui PDPM adalah sebagai berikut: 

a. Pembrayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan 

be-senjata pernbrayaan kegiatan politik praktis/partai politik; 

t Pembanqunan/rehabilitas bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah; 

c, ?embelian chainsaw. senjata, bahan peledak. asbes dan bahan-bahan lain 

yang rnerusax mgkungan (pestisida hertnsida, obat-obat terlarang dan lain- 

1a· ); 
Pemol ayaan gaji oega.vai r.egeri; 

c Kesetaraan dan Keadilan Gender 

ntck mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang 

o:..alcukan adalah pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna 

beruna upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi 

:mtuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. 

Seoagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PDPM 

rnenqharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan 

petaku pada semua tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. 

ecentmqan perempuan harus terwakili secara memadai. 

Swadaya Masyarakat 

aoaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan 

Sebagai bagran dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat 

meruoakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PDPM. 

racaya biasa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun 

r:'..a!erial pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan 

asyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. 

Mekanisme usulan kegiatan 

Se=-ap ousun dapat mengajukan usulan untuk dapat didanai dengan PDPM. Setiap 

.an harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara 
-:-gsung sating berkaitan. 

an dimaksud adalah: 

sanan l<egiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup 

c-..asyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan 

~ompok usaha ekonorm yang ditetapkan oleh musyawarah dusun 

Listrik Box Cu er. ~:nase, Re ab Jembatan Ga tung Pe.i---....a.i- - 

ca;- P'2t Due e ·. 



Oiga"' sasi erja yang dibangu'1 pada awa "'_,a ada ah embaga-lembaga di dusun 

dan a,ta~ dusun yang d.berru untuk keoutt.. an fungslona1 orogram Dalam .-- 
Ibex:~ !is)~(PDPM} Ke-'t\C:: ~ Tc= - 16 ll!._j 

Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal 

Daiam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan 

- al menuju kemandirian, maka· 

a. C set ap dusun dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan Tim Pengelola Kegiatan 

(T::JK1· 

c. Di cecarnatan dibentuk dan dikembangkan Badan Kerja Sama Antar Dusun 

(BKl·D), nm Verifikasi UPK dan Pendamping Lokal (PL); 

Sa si dapat berupa: 

a. Sanks masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam 

musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara 

tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan; 

_ .Sanks• hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku; 

- Sano<s,1 program adalah penghentian bantuan apabila kecamatan atau dusun 

)'ang bersangkutan tidak dapat mengelola PDPM atau menyalahi wewenang, 

penyirnpangan prosedur, hasil kegiatan tidak dipelihara atau hasil kegiatan 

tidak dapat dimanfaatkan, Tidak menyelesaikan kegiatan baik kegiatan fisik 

maupun penyelesaian Admnistrasi kegiatan. Kecamatan atau dusun tersebut 

a-an dirnasukkan sebagai kecamatan atau dusun bermasalah sehingga dapat 

cnunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan 

untux tahun berikutnya. 

Sanksi 

Sa ' sl adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya 

pe:a-ggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PDPM. 

Sa ksl bertujuan untuk rnenumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait 

oamn oengelolaan kegiatan PDPM. 

= Ke;:.a·an yang berkaitan dengan p.anan, atau penjualan 

barang-barang yang mengandung temva' au: 

g egiatan apapun yang dilakukan oaoa lokasi yang telah ditetapkan sebagai 

cagar alam, kecuali ada ijin tertuhs dari lnstans yang mengelola lokasi tersebut; 

L Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai; 

L Kegiatan pengoiahan/ barang tambang. 

e Pe,-nbia raan egratan yang mempe 



Pedampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal 

Aasyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PDPM mendapatkan 

pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau 

oeningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam mengelola 

pemoangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi 

rrasyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut: 

a ::} kecamatan disediakan PjOK, UPK dan Pendamping Lokal (PL); 

~ 0 kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten; 

c. Serdasarkan pertimbangan Fasilitator Kabupaten PDPM, salah seorang dari 

~asilitator Kabupaten ditetapkan sebagai Koordinator Fasilitator Kabupaten 

(KF-Kab) oleh Satker POPM. 

POPM, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri 

atas hasil-hasil program, baik yang akan dikerjakan melalui PDPM. Untuk 

, encapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan menyesuaikan 

perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan 

oerundangan-undangan yang ada. 



kelompok yang tertibat dan mendukung kegiatan 

=O" .1, can celompox sosiai, kelompok e!<Q«'\omi mauoun i(e CYTlOOk perempuan. 

Kelornpok Masyarakat 

Pengelola Kegiatan (TPK) 

- 'e .. diri dan anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah dusun 

s::&.a:sasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan 

pe:a1 saoaan kegiatan di dusun dan mengelola administrasi, serta keuangan PDPM. 
--- seirurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. 

BMl.an Permusyawaratan Dusun (BPD atau sebutan lainnya) 

oelaksanaan PDPM, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga 

_ mengawasi proses dari setiap tahapan PDPM, termasuk sosialisasi, 

~-.:anaan pelaksanaan, dan pelestarian di dusun. Selain itu juga berperan 

::i'.'am melegalisasi atau mengesahkan peraturan dusun berkaitan dengan 

i;~bagaan dan pelestarian PDPM di dusun. BPD juga bertugas mewakili 

~rakat bersama RIO dalam membuat persetujuan pembentukan Sadan Kerja 

S3::"l:: Antar Dusun. 

~- RIO adalah sebagai pembina dan pengendalian kelancaran serta 

an pelaksanaan PDPM di dusun. Bersama BPD, RIO menyusun 

:::Ec'__.,LJc! cusun yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan, 

,,......,.......,...... dan prosedur PDPM sebagai pola pembangunan partisipatif, serta 

~:,angan dan pelestarian aset PDPM yang telah ada di dusun. RIO juga 

tee-era"' mewak1li dusunnya dalam pembentukan forum musyawarah atau Sadan 

~ sama Antar Dusun. 

::¥-LAJCU 01 OUSUN 

d sun adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam 

~acsa:-:iaan °0PM di dusun. Pelaku di dusun meliputi: 

aoa:.a oelaxu utarr-a PDPM pada tanao oerancanaan, pelaksanaan, 

:'lllr!:;:.lif2::Z:! ca oelestanan Sedangkan pelaku-petaku lainnya di dusun, kecamatan, 

"' seterusnya berfunqsi sebagai pelaksana. fasilitator, pembimbing dan 

_ __,r-::s, e=a: ; .. an, prinsip kebijakan, prosedur dan rnekarusrne PDPM tercapai dan 

•IE!ircika~w secara benar dan konsisten. 

Ill. PERAN PELAKU-PELAKU 



6) Sadan Kerjasama Antar Ousun (BKAD) 
S:<AO aoa ah emoaqa lintas dusun yang dibentuk secara sukarela atas dasar 

<eseoaxata= dua ata., bebe-aoa dusun d satu .J, • a1at? ca arn satu kecamatan dan 

atau antar eca=aian oeilga" soatu r-acs ... c ca, ... ~ua-- :e~e~tu BKAD pada 

:5) Pendamping Lokal (PL) 
Pendampinq lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu 

=asilitator Kabupaten untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan 

aan kegiatan PDPM pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di 

setiap kecamatan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal. Jika 

seandainya hasil pengamatan dari Fasilitator Kabupaten ternyata PL tidak berperan 

aktif dalam menjalankan tugas, maka Fasilitator Kabupaten dapat 

"""erekomendasikan kepada PjOKab dan Camat untuk penggantian PL melalui Surat 

t<eputusan Camat; 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
=>eran UPK adalah sebagai Pendamping TPK dalam pelaksanaan kegiatan di dusun 

ba k pengelolaan keuangan maupun Fisik. UPK setiap bulannya di Minggu Pertama 

(Tanggal 1 s/d 3) wajib menyampaikan Laporan Kemajuan kegiatan di dusun secara 

tertutis kepada Kepala Sadan PMPDPP&KB melalui Fasilitator Kabupaten; 

- Tim Verifikasi (TV) 
r'. adalah tim yang terdiri dari PJOK, PL dan UPK. Peran TV adalah melakukan 

pe-neriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua dusun peserta PDPM. 

... Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) 

::i ... oK ditunjuk dari staf kantor kecamatan ditetapkan oleh Bupati dan bertugas 

rnembantu Camat dalam penyelenggaraan kegiatan PDPM di tingkat kecamatan; 

- PE.LAKU 01 KE CAM AT AN 

Ca mat 
Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina pelaksanaan PDPM kepada 

dusun-dusun di wilayah kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas untuk membuat 
S srat Penetapan Ca mat (SPC) tentang usu Ian-usu Ian kegiatan yang telah 

o:;sepakat1 musyawarah antar dusun untuk didanai melalui PDPM; 

ornpok -t:>u-ibu PKK, kelompok .rsa-a e on 

peqelola oasar ousun, dsb. 

arisan, pei,gapan 



. .. 

_ =>enanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab) 

:OKao adaiah seorang pejabat dilingkungan Sadan Pemberdayaan Masyarakat 

- ernerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau 

:;aoat lam yang rnempunyai tugas polcok sejenis d: kabupaten yang berperan 

seb.a;a· oelal sa-a na,..ari TK-PDPM Kabuoaten. P10Kab ditetapkan berdasarkan 

Koordinasi PDPM Kabupaten (TK PDPM Kab) 

Koord nasi PDPM Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan 

pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi 

P= berdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PDPM. 

- -PDPM Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi 

~-am antar lnstansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. 

D'a:am melaksanakan fungsi dan perannya, TK PDPM Kabupaten dibantu oleh 

Se"--etariat PDPM Kabupaten; 

"" ;:E..AKU DI KABUPATEN 

Bupati 
6:rpati merupakan Pembina Tim Koordinasi PDPM, Penanggung jawab Operasioal 

~ ·atan (PjOK), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PDPM di Kabupaten. 

&?rsarna DPRD. Bupati bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang terhadap 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dusun sesuai komitmen 

•:um. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas 

:enangan 

[laam kaitsn dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, 

c:ienetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam, pelaksanaan 

p:ngram dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, 

perneriksaan serta evaluasi kinerja UPK. 

dari la n-laln) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung 

... ~ d:r,e t um mer.rn1ung· dan melesta program ya:-ig terdiri 

ke emcagaan U?K, sarana-prasarana, aas keg..a:a:i biciang pendidikan. basil 

ft:g::a!an bioan~ kesenatan. 

- ·;AD berkernbanq sebagai lembaga pengelola pembanqunen partisipatif, pengelola 

_ ·atan masyarakat pengelola aset procluktif dan sumber daya alam, serta 

:r:,gram/proyek dan pihak ketlga yang bersifat antar dusun. 

-:a:.:am hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PNPM (UPK, BP-UPK, TV, 



: •5 

~:e-_ Peran Fasilitator Kabuoaten ao.a...a.... sebaqa' supervisor atas 

-!Sanaan tahapan PDPM di lapangan yang a 'as tast oleh UPK, PjOKecamatan 

-- - _ serlEI :nemfasilitasi perencanaan koordinatrt di tingkat kabupaten. Fasilitator 

::.pa'en harus rnernasukan setiap tahapan pelaksanaan PDPM dapat selesai 

.. - -::- ha .... tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PDPM. 

i=-_ -a:!o· Kaoupaten Juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan 

~~ tepada pelaku PDPM di kecamatan dan dusun, serta mendorong munculnya 

tas pelaku atau sejerusnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan 

~~ra .. at, Oalam menjalankan perannya, Fasilitator Kabupaten harus melakukan 

.-~-:nrasi dengari Dinas/instansi yang ada di kabupaten dan Tim Koordinasi PDPM 

"-<.: r;ia~n yang ada di wilayah kerjanya; 

- --·or T eknik Kabupaten dengan latar belakang teknik adalah tenaga konsultan 

:..---, • d.an manarertal profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan 

~ra seoagai supervisor atas hasil desain dan RAB survei dan pengukuran, 

aan, serta operasi dan pemeliharaan. Fasilitator Teknik Kabupaten harus 

'"":e. _:a.st van pe1aksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai 
--.-:- ra u dan tetap atau standar teknik prasarana. Fasilitator Teknik Kabupaten 

7 berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan 

~ tek'"' s prasarana Perdesaan kepada pelaku PDPM di kecamatan dan dusun. 

i:::;;_5; ---;ator Tekruk Kabupaten juga memiliki tugas secara khusus untuk bidang 

- ... =, _an yang berkaitan secara langsung dengan implementasi pengelolaan dana 

~a (termasuk melakukan audit internal) serta memberikan bimbingan atau 

nyan tekrus dan manajemen kepada pelaku PDPM di kecamatan dan dusun. 

... t€ eoudukan ditingkat 

~tor Kabupaten 

~ ~..m Kabupaten adalah tenaga pro:es· na; 
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Sasia.fisasi Program 

:s::s.a sasl Program merupakan pertemuan antar dusun untuk sosialisasi awal tentang 

~ p inslo, kebiiakan, prosecur rnauoun haJ-haJ lam yang oerxa'tan dengan PDPM 

=e:REHCANAAN KEGIAT AN 

=--=-.:::anaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta 

::e::ca-aan di dusun, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan 

s:sa-:sas· awat dimulai dari Sosialisasi Program oleh Tim Kabupaten. Perencanaan 

e...;,:2:a.- di dusun disesuaikan dengan RPJMOus dan RKPDus. Perencanaan kegiatan 

_:aten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi 

e::::a::z.an caiam forum 3KPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 

~-nbagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan 

•III,iilr:.:sarn· {pengajian, yasinan, dll), pertemuan adat istiadat; (gotong · royong, arisen, 

_.ICII'::::: a:ia: dan lain-lain) merupakan altematif untuk menyebarluaskan informasi PDPM 

~ penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta 

_ .. !!Y:Cro .. a. seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi 

Jailll[':"' ,...,,. .::.s.a pengenalan kondisi dusun sekaligus juga dilakukan sosialisasi POPM secara 

ada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku 

sernua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari 

_.~, ,_ ~ sehingga semua pelaku PDPM memiliki pemahaman atau persepsi yang sama 

W"Z:a::1 program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau 

•~:r.c:".3;- o!eh pelaku-pelaku PDPM. 

~!!'::a;?Sas1 dokumen Rencana Pembangunan Ousun (tahunan atau jangka menengah); 

iiiiii::.--_r.,e tifikas: potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PDPM di 

-- ausun termasuk pelaku-pelaku PDPM tahap sebelumnya; 

"C egiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui program/ kegiatan lain tahap 

~.a!an PDPM meliputi tahap perencanaan, pela sanaan dan pelestarian kegiatan. 

911e:::n memulai tahap perencanaan. hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan 

.. ~!:; atau pengenalan kondisi yang ada di dusun dan kecamatan. Kegiatan yang 

... ._I'!.::., dalam rangka pengenalan dusun diataranya adalah: 

IV. ALUR KEGIATA 



--------.~~""CZ!': t 

~- ya-g d ..,as kan adalah: 

• 3e:- a ~ca"a _.a""g r""'el"..Jar,gkan lias'~as; keo.nvsa- ,.,,....,Sia\'la"ah. 

:"::r~- -=a~ • oeserta Sos a sas prog'"a""' 

::::r- : osia sasi juga dihadiri oleh Camat dan staf terkait, wakil instansi sektoral 

e::a 2..:::: SK. maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang 

Se~agal narasumber dalam pertemuan Sosialisasi Program adalah: TK 

acuoaten Camat dan lnstansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan 

----" --· _ r ,:,,enenuan adalah: PjOK, UPK dan Pendamping Lokal (PL). 

berasal dari Bantuan Pembinaan PDPM dan swadaya dusun 

• - .J. 

• -=D. 
• ---o, ....,asyarakat, tokoh agama, 

• - ~ ;)12 masyarakat lainnya. 

-:;.-..:,_...:: Sos a sasi Program terdiri dari: 

~ o ang wakil per dusun: RIO, 1 orang wakil dari BPD, Sekdus dan 3 orang 
-.-i-:; ca,; semua dusun di kecamatan. 

dapat dipilih mewakili dusun untuk hadir da1am Sosialisasi 

m ya konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, 

-::e:::e:~~saar dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi; 

-=::: .. i"l:a.17- ya perencanaan partisipatif di dusun dengan menggunakan pola 

.:~ an RPJMDus, serta rencana program/ proyek kabupaten atau pihak lain 

~a.an dtaksanakan di dusun; 

-r:s=pakati,,ta waktu penyusunan detail Desain dan RAB usulan kegiatan; 

='Sa:.._,.,_.,..a xannya hasil evaluasi pelaksanaan PDPM yang telah berjalan 

nya terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana prasarana 
::i ,.; t: an a bangun; 

~~ c arapkan dala-n Sos a .sasi Procrara aca a- 5~a,;a· beni<ut' 
-~-= · ·,forrras ookok PDPM meliputi tujua,. p ·-s·:>, keo ,akan, pendanaan, 

.......-:- :sasi. proses dan prosedur 
.. :•ca,;. __ . ya cara pengambilan keputusan di tingkat dusu, utamanya menyangkut 

::e:::-: an ~eg1atan keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana 



Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Tahaoa= ini men.oa an nndak lanjut dan rangkaian perencanaan dusun dan 

ecarnata a-g ea c 3. u a" seoe umnya. '1as perencaoaao telah menghasilkan 

a ... g • ca semuanya oaoa: diaana xecamatan 

• Verifikasi Usulan 

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan 

....,enilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap dusun untuk didanai PDPM. Verifikasi 

..Jsulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi terdiri dari PjOK kecamatan, PL dan 

JPK 
TV harus memberi umpan balik di dusun sebelum menyusun rekomendasi kelayakan 

usu an. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh Fasilitator 

Kabupaten terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. 

Se anjunya. TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil 

oeme-iksaan oleh Fasilitator Kabupaten. 

•. 3. Penulisan Usulan & Proposal Kegiatan 

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan­ 

gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan dusun, proses ini 

dilakukan oleh Perangkat Dusun. 

Hasil yang diharapkan dari penulisan usulan adalah satu proposal kegiatan 

oerdasarkan RPJM Dusun dan RKP Ousun. Dalam penyusunan dokumen-dokumen, 
dusun merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan. 

Pengajuan usulan oleh dusun disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa 

gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran 

oembiayaannya. dusun juga dapat mengajukan usulan dengan · dilengkapi desain 

cetail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) . 

.1.2. Usulan eg ta 

Usula eg:ata- a a proses untuk menem ena gagasa:;.-gagasa11 kegiatan atau 

kebutuhan as ara kat aTa111 upaya mengatasi oermasa ahan kermskinan yang 

dihadapi dan mengerrcangKan potensi yang ada d masyarakat 

Tahap awal dari proses usulan kegiatan adalah menyampaikan RPJMDus dan 

RKPDus kepada masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun, agar usulan 

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, mendesak untuk 

dikerjakan dan tidak tumpang tindih dengan program lain. 

Dokumen yang dihasilkan: 

• Serita Acara Keputusan Hasil Musyawarah 

• Daftar Usulan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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. .. 
• a ti oelal sanaa Fcsu S!<:::>O sete an musrenbang kecarnatan dan sebelum 

-- .... s-e oa ca -z-= :ie-err.p,a· c· Kabuoaten de gail o.esa ... ta me -::>:.Jti. 

Ctengan adanya daftar prioritas kecamatan/renstra kecamatan hasil perencanaan 

_arJsipahf yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan dan musyawarah dusun, 

aka diharapkan rencana keria masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk 

: ,· ronkan dalam Renja SKPD. Renja SKPD yang telah memuat usu Ian masyarakat 

selanjutnya meruad bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

RKPD da am Mllsrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan. 

.. men masukan untuk pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari: 

Daftar kegiatan prioritas dari renstra APBD 

ancangan Renja SKPD 

_ Priortas dan plafon dana indikatif dari setiap SKPD 

Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan 

Se:angkan output dari Forum SKPD adalah sebagai berikut: 

a Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD 

Pnontas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD yang 

ermuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan dusun . 

=orum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk 

mbahas pnoritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan 

S ~o atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata 

ca-a penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 

Tuiuan forum SKPD sebagai berikut: 

a Adanya sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dan 

encana kerja SKPD. 

- D muatnya prioritas kegiatan kecamatan dalam rencana kerja SKPD. 

- Dapat disesuaikannya prioritas Rencana Kerja SKPD dengan pagu dana SKPD 

a119 termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemda. 

te ah e etap :a.I .. Al· - g re stra/prioritas =9 a!a- .e=amatan dan de egasi 

ecamatan yang a an ber;partisipasi dalam Foru S ~o. Kehadiran delegas, 

ecametarvwaklt masyarakaUBKAO diharap an dapa memastikan bahwa usulan­ 

sulan masyarakat menjadi agenda pembahasan sa-npai dengan menjadi agenda 

eputusan dalam Forum SKPD Oleh karena itu Fasilitator kabupaten harus 

mernastikan adanya pasrtisipasi aktif delegasi kecamatan yang nantinya ikut dalam 
pe bahasan di F-SKPD. 



Peraiapan Pelaksanaan 

a. Persiapan Pelaksanaan 

Rapat koordmasi ini difasilitasi oleh PL, UPK dan PjOK. Rapat dihadiri oleh RIO, 

dan TPK sebap dusun penerimaan dana PDPM. Waktu penyelenggaraan rapat, 

d harap!<an taa'< eb·h dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK. 

Has yang c harac can: 

-LAKSANAAN KEGIATAN 

u- menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan 

an sme PDPM, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan 

_ ""cana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber 

===:va manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PDPM lainnya. 

arena itu, TPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

.::,,~ atan yang didanai oleh operasional TPK PDPM. Pelatihan TPK dilakukan dalam 

-sa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan 

:>erigesahan Dokumen SPPB 

etua TPK. Rio, PjOK, dan UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Camat atas 

ma Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan 

!?C dan tidak perlu menunggu persetujuan dari kabupaten. 

e erigkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari: 

Usulan kegiatan, 

AAB detail per kegiatan, 

=ormulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan, 

omitmen sumbangan dari masyarakat, 

e Foto 0% dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan. 

a epaia da para _ oat oera g rat daera 

a' I OPRO 

c U usan !<ecamatan/BKAO 

Nak1I kelompok masyarakat (yang berkedudukan dan beroperasi di kabupaten) 

yang berka tan langsung dengan fungsi SKPD. 

usrenbang Kabupaten 

- uk menjamin konsisten usulan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan 

:; PD maka utusan kecamatan perlu diberikan waktu untuk memastikannya. 

en. angkut cara, waktu, dan jumlah utusan kecamatan yang akan menindaklanjuti 

ca am musrenbang kabupaten. 



..2.2. Pelaksanaan 
Pelaksaan kegiatan adalah tahapan pelaksanaan seluruh rencana yang telah 

d sepakati dalam pertemuan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai 

berikut; 
Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan 

dan tanggung jawab ada pada masyarakat, 
ii Masyarakat dusun mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan 

kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM, 

iii. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh 

masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendapatkan tenaga trampil atau ahli 

dari luar sepanjang disepakati dalam musdus, dan kebutuhan tersebut di atas 

harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan. 
rw. Pengunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil 

s ang merru.assan serta selesai tepat waktu. 

b. Rapat Persiapan Pe/aksanaan di Dusun 

Pengurus TPK bersama RIO secepatnya mengadakan rapat persiapan 

pelaksanaan di dusun sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan 

di dusun difasilitasi oleh TPK. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan 

angkah kerja selanjutnya. 
,. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap 

pengurus TPK dalam pelaksanaan PDPM di Dusun; 

II Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana 

pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan 

trial pekerjaan; 
Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan 

atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan . 

pea sanaan, 
II Penyamaa perseps dan langkah dan se uruh unsur yang ada di kecamatan 

terhadap pelaxsanaan program, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan, 

iii. Te1Jad1 tukar pendapat dan pembenan saran antar dusun terhadap rencana 

senap dusun. 
iv Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan 

masalah yang muncul. 

=- 21 srne coorcinas dan raaat-raoat lain se ama penode Osepa.a 



e-ca a e1a oeta untuk oenode beri' utnya. 

d. Rapat Eva/uasi TPK 

Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 

kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode 

berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan 

bulanan). 

Hasil yang diharapkan: 

i. Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah 

dibuat, 
ii. Adanya perr.bahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta 

mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, 

iii Evawasi kinerja setiap pengurus TPK 

iv. Tersusu-nya laporan penggunaan dana (LPD) beserta data-data 

per. U U"".g 

c. Pengadaan Bahan dan A/at 

. Proses pengadaan bahan dan alat dalam PDPM dilaksanakan oleh 

masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK 

menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap 

tindakannya kepada masyarakat melalui forum perternuan masyarakat dan 

papan informasi. 

b. Pengadaan Tenaga Kerja 

TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada 

masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang 

dibutuhkan sesuai RAB dan Desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan 

tenaga kerja ini terbuka bagi warga dusun termasuk bagi kaum perempuan 

dan diutamakan bagi anggota RTM. Pengumaman disampaikan melalui 

papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, 

sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di 

dusunnya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum 

mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan 

selesai. 

a. Penyalura 

Penya u an ana aoa ah proses oenyalura da re en·ng Dusun kepada Tim 

Pela sa a Keg·ata {TPK berdasarkan Su,.at Permintaan Pembayaran (SPP) 

yang telah diaju an oleh TPK. 



i. Sertifikasi 

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan 

spesifikasi teknis oleh PjOK dan PL dan UPK. Tujuan sertifikasi adalah untuk 

mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi 

sertifikasi terhadap penerirnaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi 

dilakukan oleh PjOK, PL dan UPK pada saat melakukan kunjungan lapangan. 

Hasil sertifikasi disampaikan ke Fasilitator Kabupaten dan ditampilkan di papan 

informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat. 

Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh PjOK,PL dan UPK 

rnaka Fas,ltator t(abuoaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap 

dokutnen ma ... nun ~ -sas•nya di lapangan secara acak. sebagai bagian 

usdus .. , G Ta sudsan untuk rnenya-npa <an laporan pertanggungjawaban 

pe a-sa-aen keg atan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah 

pertanggungjawaban mi dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah 

rnemanfaatkan dana POPM tahap pertama dan tahap kedua. 

Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah: 

a. Penyampaian laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, 

status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan 

perempuan dan RTM 

b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, 

berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan. 

c. Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode 

selanjutnya, 

d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di 

masyarakat, 

e Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya. 

f. Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya. 

Fasilitator dalam musdus pertanggungjawaban adalah UPK, PL atau PjOK. 

Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 

30% dari peserta Musdus pertanggungjawaban adalah perempuan. 

Pendanaan atas penyelenggaraan musdus berasal dari BOP, swadaya dusun 

atau masyarakat. 

Ookumen yang dihasilkan: 

1. Serita acara hasil musyawarah 

2. Rencana kerja periode berikutnya 

.2.3 •. usdus Perta ggu gjawaban 



oada akhir periode pelaksaaan PDPM, PjOK kecamatan harus memastikan 

aoanya dokurnentasl foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan 

- S Ookumentasi Kegiatan 

Seluruh kegiatan dari PDPM harus didokumentasikan oleh PjOK. Meskipun 

aemikian, untuk kepentingan dusun dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga 

• arus mengelola dokumentasi kegiatan. 

F asilitator Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis 

dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan 

rnengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus disampaikan 

secara terbuka kepada masyarakat. Fasilitator Kabupaten dalam setiap 

oemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah 

c tuanqkan dalam Serita Acara Revisi. 

Pnnsip revisi termasuk: 

a Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi 

pada Desain kegiatan. 

:, Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali Biaya Operasional, tidak boleh 

dialihkan ke jenis kegiatan lain (misal: kegiatan jalan dusun diubah menjadi 

air bersih dan MCK) 

c. Tidak boleh memindahkan lokasi kegiatan ke dusun lain. 

o Jika ada kegiatan yang batal tidak memenuhi kelayakan teknis di suatu dusun 

rnaka perlu dilakukan pengulangan sebagai proses seperlunya, dan 

penerbitan SPC baru agar semua alokasi dana PDPM dapat dimanfaatkan. 

.2.5. Revisi K~fatan 
Apabila dalarn pe a saan i<egiatan dipenu' an oen.oanan oleh sebab perubahan 

shuas di lapangan atau terjadinya bencana alam (force majeure), maka dapat 

dilakukan revisi selama tidak menambah besamya dana bantuan dan tidak 

mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh 

PjOK. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan TPK, PjOK Kecamatan, PL dan 

UPK dengan masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera 

dituangkan dalam Serita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan 

jerus pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses 

revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya Serita Acara Revisi merupakan 

kelalaian atau pelanggaran. Adanya perubahan boleh dilakukan beberapa kali di 

tap lokasi. 



Rea/isasi Kegiatan dan Biaya (RKB) 

Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta 

penggunaan dana bantuan PDPM di dusun, TPK yang difasilitasi oleh UPK 

dan PL harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut 

rekapitulasinya. Di dalarn realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah 

antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat 

sesuai dengan kondisi terlaksana di lapangan dan menunjukan target akhir 

dari pelaksanaan PDPM di dusun. Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK 

terserap, besarnya, dan didistribusi dana dari setiap kegiatan di luar 

prasarana harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai 

dengan catatan yang ada pada buku kas umurn. Harus dihindari sikap yang 

hanya rnenyal.n atau menulis usulan RAB awal tanpa melihat realisasi yang 

setelah terjac, a apangan Pembuatan RKB hanyalah merekap atau 

... m se l.J'1... catatan oengg..iraan 08"3 dan pe acsaoaan keqiatan --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----...------ 
:=:.:s O;c.~;z. - = - ~ fb::!:e::!uaa:i M~"2: = filPY- :S 

a. Pembueten Laporan Penye!esaian Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pemyataan 

bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap 

diperiksa oleh PjOK. LP2K ditandatangai oleh TPK dan Pendamping Lokal. 

Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik 

pertanggungjawaban termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K 

yang sudah ditandatangani diserahkan pada PjOK dengan tembusan kepada 

FK-Kab untuk ditindaklanjuti berupa pemeriksaan di lapangan. 

.... Penyelesalan Kegiatan 

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis 

xeqiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK 

d dusun. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan 
d selesaikan, meliputi: 

a. F oto-foto a an rert!:Ja a toto PD:, c ecamatan yang 

oersang' eta Buka» kurnpulan co!o dar setiap OuSu'1 penerma PDPM, 

namun sudah rnerupakan has se eksi dan semua ars.p foto yang ada. Tetapi 
tidak boleh hanya foto dan satu dusun saja. 

b Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. 

c. Foto yang ditampilkan meliputi: 

1) Foto kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan 
yang sama. 

2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai. 



Hasil yang diharapkan dari MOST: 

i. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pemyataan 

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan rnaka berakhir 

sudah tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan, 

ii. Laoora- has; pe aksanaan dan setiap jenis kegiatan, termasuk 

oer:a""ggt:ilgja •taba"' se ..1ru~ pel"e",.,.,aa., aa, oe~gu.,aari dana 

c. Musyawarah Dusun Serah Terima (MDST) 

MOST merupakan bentuk pertanggungnjawaban seluruh pengelolan dana 

dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan 

selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari 

kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil MOST dituangkan dalam 

berita acara. 

Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima 

oleh MOST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan 

dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MOST 

berikutnya. 

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan 

setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah 

Ousun tersebut. 

rnasyaraxat se ama periode pe acsa=aan, perfu a ca rurn .... an ca a"" RKB. 
RKB merupakan bagian pent1rig dan tak erp san~an can LP2K sehingga 

harus sudah dapat diselesaikan sebe um LP2K ditandatangani. RKB juga 

akan banyak manfaatnya untuk menjelaskaan terhadap pemyataan­ 

pemyataan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan 

pembangunan prasarana perincian volume dan biaya yang tercantum pada 

format RKB harus sesuai dengan lapangan dan berkaitan erat dengan 

gambar-gambar purnalaksana yang juga merupakan lampiran dalam 

dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen 

penyelesaian, yaitu daerah atau lay out, peta situasi, detail kontruksi dan 

gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB, harus dibuat sesuai 

dengan kondisi yang ada atau terlaksana di lapangan. Harus dihindari 

melampirkan gambar-gambar desain dalam dokumen penyelesaian tanpa 

menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika terjadi 

perubahan di lapangan, di samping dilakukan perubahan pada gambar juga 

harus dituangkan dalam berita acara revisi. 

ya ; o - a: S-= ama pe a sa=aa . 



e. Pemoueten Dokumen Penyelesaian 

Dokurnen oenye esaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi 

Sura· ?e,...,,yaiaan Penye esa1an Pela· sanaa'1 Kegiatan SP3K) . .---- 

d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) 

_ Secara resmi pelaksanaan POPM di dusun dinyatakan selesai jika telah 

dirahterimakan kepada masyarakat dalam MOST dan setelah ditandatangani 

SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui RIO dan Camat atas nama 

Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersurnber dana dari luar 

PDPM baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya: pengaspalan 

ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh 

pengairan pada saluran irigasi dan lain-lain. PjOK harus memastikan bahwa 

kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar­ 

benar telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar-gambar 

purnalaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan­ 

catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat. 

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam 

pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka PjOK dapat memberikan 

kesempatan waktu kepada TPK untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. 

Baru kemudian SP3K dapat ditandatangai. Termasuk syarat dalam 

pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat mengenai rencana 

pelestarian. 

Fasilitasi dalam musdus serah terima adalah PL,UPK atau PjOK. Fasilitator 

perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 30% dari 

peserta musdus serah terima ada!ah perempuan. 

Pendanaan atas penyelenggaraan musdus berasal dari BOP, swadaya dusun 

atau masyarakat. 

Dokumen yang dihasilkan: 

1. Serita acara hasil musyawarah 

2. Lampiran pendukung 

as eva uas e adap pe e iaa • -eria TP' da pengu-aar. dana 

rv. Sera tertma asil pe erjaan eoada rnasyarakat agar dapat 

dimanfaat a11 dan dilestarikan serta ditetapkan Tim Operasional dan 
Pemeliharaan 

v. Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah 

diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, 

dan identitas sumber dana yang akan digunakan. 



=starian Kegiatan 
- -~elolaan kegiatan PDPM harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat 

,....,;a berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek 

-;:-:>erdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta 

s p-prinsip PDPM harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan 

::::g "'lasyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PDPM harus 

--=--;etahui dan mampu mernaharni latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, 

=:lSedur, dan mekanisme PDPM secara benar. 

f. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus) 

apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan 

prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, 

maka Ketua TPK dan PL dengan diketahui oleh RIO membuat Serita Acara 

Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK 

menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. 

Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dbuat LP2K. SP2K tetap 

harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti 

selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama 

dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun 

gambar-gambar purnalaksana hingga saat itu. 

penggu aa b aya dan arnp rar pel"\oul<ung rai:n ... ya 

Dosumen ersebut harus sudah dapat dise esa xan oteh TPK bersama PL 

dan KPMD untuk didrstnbusikan oleh PjOK selambat-lambatnya 1 (satu) 

butan sejak tanggal ditandatangainya LP2K. Jika sarnpai batas waktu 

tersebut Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan maka Ketua TPK, PL dan 

PjOK harus membuat Serita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan 

Penyelesainnya untuk disampaikan kepada TK- PDPM Kabupaten dan 
Fasilitator Kabupaten. 

Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK 

dibantu oleh PL. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya 

dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana PDPM di dusun, sehingga 

sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara 
wajar. 

Lapora- =e-ye esa an Pe a .sa aa 



- · omponen Pendukung Pelestarian 

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen: 

a Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh 

«elompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PDPM di dusun 

dan kecamatan, 

b Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan 

pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat 

rnenqetahui serta ikut mengotrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, 

rnaupun yang sudah selesai dilaksanakan, 

c Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan dusun, termasuk 

embaga pengelola prasarana/sarana 

Se ama tat-.ao pe estanan peran rnasyarakat dusun dan perrerntahan dusun secara 

---·- Proses Pelestarian 

Peiestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan 

merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan 

ta=apan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PDPM. 

nas I yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: 

a Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme PDPM dalam 

oelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat dan pengintegrasian 

dengan sistem pembangunan regular; 

b '~enjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/ sarana yang telah 

d.banqun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang 

pendidikan-kesehatan, dengan kemampuan masyarakat sendiri; 

c ~ .. 1enjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat; 

•teningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di dusun dan kecamatan 

dalam pengelolaan program; 

- ~,1enumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil 

,cegiatan yang telah dilaksanakan. 

asil Kegiatan 

Hasil-hasd egiatan PDP I yang beruoa prasarana, aan egiatan b dang pendidikan 

dan ·esPna·;:u1 mempaJcan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, 

d embangkan dan d1 estankan 

Sebagaimana sankst yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan 

tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat, 

axa dusun atau kecamatan tidak akan mendapat dana PDPM untuk tahun 

berikutnya. 



J. S stem Pemeliharaan 
Sistern pemeliharaan PDPM clarahkan kepada adanya perawatan dan 

::engembangan berbaqai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara 

terus-rnenerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efextif dan efisien. 

Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

a. Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. 

b Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggungjawab dan 

penetapan iyuran, 

c t.Jntuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelornpok pengelola dan pemeliharaan. 

.. PjOK akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin. 

= Pada dokumen penyelesaian hams sudah disediakan garis besar rencana 

oemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K. 



antauan dan Pengawasan 

;.antauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati 

embanqan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

-astikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 

saran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk 

+emastlkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PDPM, melihat 

--a semua pelaku PDPM, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya 

~asaahan 

_s ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang 

- .... • an terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan, 

_? .vasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap 

~----~-" yang dilaksanakan, 
: saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan 

.:a., pemberian sanksi. 

~-,=" casar dalam pengendalian PDPM adalah: 

-::i pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan 

-=a.., balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan, 

- , PDPM di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal 

aim informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan 

ndalian PDPM dilakukan meralui keg,atan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan 

-'--_;an terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap 
, __ ,_ .... naan seluruh proses dan kegiatan PDPM bertujuan: 

:- aga setiap proses PDPM selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PDPM; 

: aga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan 

• anisme yang benar, 

- gendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 

:;n;aga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan 

~nuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

geridalikan pemanfaatan dana PDPM agar sesuai dengan yang direncanakan dan 

r-= .... a secara transparan. 

agar setiap pelaku PDPM dapat menjalankan tugas dan 

~ ... rigjawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

V. PENGENDALIAN 



~-------------------------------------------------------------..----'! _!_:_J 

Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang 

=as tater kabupaten dan pendamping lokal bertanggung jawab untuk memantau dan 

..... engawasi kegiatan PDPM. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui 

apaxah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah 

c · s10 maupun orcseour POPM diteraoxan dengan benar. 

___ l?iemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah 

Ja'1a PDPM adalah bagian dari anggaran belanja daerah, sehingga pemerintah 

--:rtanggung jawab untuk memastikan bahwa PDPM berjalan sesuai prinsip dan 

-osedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang 

.:."ibat dalam PDPM (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, RIO, PjOK, dan lain-lain) 

l'.':le'11punyai tugas untuk memantau PDPM. 

=>egawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun 

mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat 

Ja'1 memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa 

a yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator. 

~mantauan dan pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat 

!-.:! ah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan 

-= masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan 

mgram, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses 

e:g atan program Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk 

o-npok/tirn khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui 

"'=l!Syawarah dusun. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat dusun dan 

ena secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini 

-rd r dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat masyarakat 

seernpat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PDPM, 

- syawarah dusun juga menetapkan Sadan Permusyawaratan Dusun (BPD) 

zerneran dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PDPM di dusun. 

ran POP '11 ermasu pelaf an, sosialisasi, eere ... icanaa , pela sa aan dan 

tarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk 

:perbaild kual tas pelaksanaan dan penyesua'an terhadap pe aksanaan program 

un dasar pemb naan kepada pelaku PDPM dan masyarakat. 

~ntauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

setiap pelaku PDPM, yartu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, 

~--- .... tor. dan lain jenis kegiatan pemantauan dalam PDPM meliputi: 

... _a\'oasan ada a proses ang tsres • 2'3-J.aua n da 



c, Pemeriksaan Eksternal Struktural 

Pemeriksaan eksternal struktural dilaksanakan oleh lnspelctorat Kabupaten. Untuk 

·egiatan pemeriksaan ini, lnspektorat akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan 

ternadap PDPM sebagai acuan pemeriksaan. 

Audit Internal 

Audit internal dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten, Audit internal meliputi 

oemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PDPM, pemeriksaan 

atau penilaian terhadap pengelolaan dana, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator 

dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator 

dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit 

raudlt silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam 

· egiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri. 

Audit dan Pemeriksaan Keuangan 

a Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten, Pendamping Lokal, dan 

PjOK pada setiap kunjungan ke dusun untuk memeriksa proses pelaksanaan 

1<egiatan, serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama 

Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang 

ditulis dalam buku bimbingan. 

Pemantauan oleh Pihak Lain 

Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain 

sehrngga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak 

adependen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang 

ang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan antara 

1 oleh DPRD. Dengan adanya keberadaan pematauan dari pihak lain bersama 

pe aku-pelaku PDPM, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya 

forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat. 

a Pe e .. saa ernadan pere apan c s p oa .. p .. osec poo . 

b Pemen1:saan terhadap pengefolaan dan penggunaan oana PDPM 

c. Pemenksaan terhadap proses pe aksanaan kegiatan termasuk pengelolaan 

dokumen dan adrmrnstrasr, 

o. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan. 



~.aooran merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai 

---. embangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau 

-1?,-,-,asalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan 
--:: ::, A. 

~ anisme pelaporan dalam pelaksanaan PDPM dilakukan melaui jalur struktural 

-;s onal, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau 

~......,asi dari lapangan atau dusun ke tingkat kecamatan, dan kabupaten . 

.:a~ aapat diperoleh taooran yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan 

- ...,a narus me,.,..,::>erf atf'a"' 5 "ma) hal penting yaitu: 

-;enai indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di 
;...:S akan dijabarkan dalam panduan tersendiri. 

ator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis 

=::- atan dalam PDPM, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan 
-1='"'lbagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun. 

· ator kinerja: Dirumuskan dari tujuan khusus PDPM, misalnya adalah peningkatan 

- s pasi masyarakat. adalah peningkatan kualitas kelembagaan, dan adalah 

"'gkatan anggaran yang pro poor dari Pemerintah Daerah. 

-:>.ab1la dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, 

era, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui 
-:,agai sumber yang dapat dipercaya. 

~"""entara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan 

pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang 

.:: · okan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. lndikator yang dipakai 
Z"'l evaluasi adalah sebagai berikut: 

- EVALUASI 

: aluasi datam POP oapat ditakukan pada saat se esa ,ya suatu tahapan kegiatan 

arau pada saat berakhirnya satu fase program Tu,ua'l eva uas adalah untuk menilai 

;..as;t pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di 

ca.amnya adalah kinerja para pelaku PDPM. Sedangkan pada akhir program, evaluasi 

ec rt ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan 

e-gawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di dusun 

-auoun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan 
_ _,adap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. 



• enis Laporan: 

:;" s Laporan terdiri atas: 

• .... aporan Progress Keg atan (Protan) 

- _aporan BL anan 

i::ie aporan Jalur Fungsional 

- =iaporan jalur fungsional melibatkan beberapa pihak sebagai pembuat pelaporan 

- ~ fungsional dilaksanakan maupun penerima laporan seperti fasilitator kabupaten, 

secara berjenjang. 

· ::>alam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat 

· 1usus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk 

can waktunya bebas. 

<etua TK PDPM kabupaten berdasarkan laporan dari PjOK, hasil-hasil rapat 

evaluasi, dari kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat 

aporan triwulan yang disampaikan kepada Bupati dan arsip. 

.: PjOK dengan bantuan Pendamping Lokal dan UPK menelaah dan mengambil 

anqkah-lanqkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. 

Selanjutnya PjOK mer.yusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada 

aupati c.q TK PDPM dengan tembusan kepada Camat dan arsip. 

~ <etua TPK dengan bimbingan dari PL, dan UPK membuat laporan bulanan yang 

ditujukan kepada PjOK 

Pelaporan Jalur Struktural 

::)elaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun 

:enerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK- PDPM kabupaten, dan Bupati. 

'ekanisme untuk pelaporan jalur strulctural dilakukan secara berjenjang sebagai 

benkut: 

Sistem laporan Tim Pengelola Kegiatan dalam PDPM dibuat sesederhana mungkin, 

...,engingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan 
+enqutarnakan informasi yang akurat. 

a. Ke£·a a =9:.a a ang secanq d a sana an .. 

b. Pencapaia sasarao can atau target dari eg·ata }'cmg sedanq d laksanakan, 
c Gambaran kemajuan dar' pelaksanaan kegiatan 

d Target dan reahsasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, 

e Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, 



~ENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH 

i::engelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjut hasil 

=?; atan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah 

,a'ilg muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan 

pe'"11antauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan 

ooosional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan 

erupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan 

:,i::>PM dapat dilakukan melalui: 

:::. S,Jrat/berita langsung/SMS kepada Fas-Kab maupun tenaga ahli PDPM lainnya. 

- Suratlberita langsung/SMS kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti PjOK 

oan Tm Koord nast PDPM. 

lur dan Mekanisme Pelaporan 

Ju,. dan mekanisme pelaporan dibedakan berdasarkan jenis laporan, yakni laporan 

rotak, laporan protan, laporan bulanan, serta laporan administrasi faskab. 

eriJelasan rinci mengenai alur dan rnekanisme pelaporan diatur melalui SOP 

pc aporan jalur fungsional. 

Laporan Progress Kegiatan (Protan) 

a UPK wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Faskab sesuai format 

yang telah ditetapkan setiap bulan 

b. Faskab wajib melakukan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan 

kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai laporan dari UPK serta melaporkan 

kepada korkab setiap bulan 

2. Laporan Bulanan 

a. UPK wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan 

kegiatan PDPM di kecamatannya yang dibuat 3 (tiga) rangkap. Laporan 

disampaikan kepada Fas-Kab setiap bulan dengan ternbusan disampaikan 

kepada PjOK dan arsip. 

b. Fas-Kab wajib membuat laporan bulanan berdasarkan: 

• Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan 

• Hasil koordinasi dengan pihak terkait 

Substansi l.aporan 

.. laporan Prog·ess Keg1atan (Protan) memuat hasil pela. sanaan keg atan berupa 

emajuan pekeriaan, jumlah pencalran dan penyaturan dana 

aporan Bulanan memuat perkembangan keqiatan selama satu bulan termasuk 

eg1atan-keg1atan yang dilaksanakan oleh fasilitator serta perkembangan 

pelaksanaan kegiatan. 



a. Rahasia. ldentitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan 

lb. Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PDPM setempat. 

Jadi bila permasalahan muncul di tingkat dusun, maka pertama kali yang 

bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat dusun tersebut 

difasilitasl oleh PjoK, PL, UPK dan RIO. Pelaku di jenjang atasnya memantau 

perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani 

pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian 

atau bahkan turut menfasilitasi proses penyelesaiannya. 

- . Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan 

dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di 

wilayahnya dengan difasilitasi oleh PjOK, UPK dan PL. Sebagai pelaku utama 

pelaksanaan PDPM, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan 

jalannya kegiatan. 

- Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya 

berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan 

prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan 

dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau 

penyalagunaan dana saja. 

e Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif 

Artinya pengaduan-pengaduan yang mucul harus selalu diuji kebenaranya. melalui 

mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang 

sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan sa ah satu 

pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya. 

• Akuntabilitas. Proses kegiatan pengelola pengaduan dan masalah serta tinoa' 

lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesua, dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

- Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki­ 

aki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/pelaporan. Pengadu/pelapor 

dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan 

menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan 

atau yang telah ada di lingkungannya. 

Cepat dan akurat. Setiap pengaduan dan permasalahan per1u ditangani/ditanggapi 

secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan 

oenqaduan dan r=asa ah diupayakan penyelesa'anr-ya pada frigkat yang terdekal 

Da am mena gan sebap pengaduan dan permasalanan c a an berdasarkan prinsip- 

P nsip: 



unjuk Teknis Operasional Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kabupaten Bungo Tahun 2016 

Garis Alur Penanganan 

Garis Pemantauan 

Diseminasi Hasil 
Pcnanganan kepada 

Masvarakat 

Tidak Selesai Selesai 

Jcnjang Pelaku 
Di Atasnya 

Benar 

Pelaku Pada 
Jenjang Masalah 

0 SALAH 

.;:.erangan: 



BUPATI BUNGO, 

Pemberian dana PDPM tersebut dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada 

a-akat dalam mengembangkan partisipasi dan swadaya serta gotong-royong 

a-akat dalam proses pembangunan dusun. 

Berkenaan dengan itu, agar pengelolaan dana bantuan dimaksud dapat dilakukan 

optimal, maka Petunjuk Teknis Operasional Program Oaerah Pemberdayaan 

a-akat (PTO - PDPM) ini sebagai dokumen Pedoman umum Program Daerah 

erdayaan Masyarakat (PDPM), di dusun. 

ulai Tahun ~ ... g9aran 2012. Pemerintao Oa,~ Kabupateo 3ungo mengernoangl(ar 

--=~= Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat PDPM\ me1a;u pemb ayaan Anggaran 

aaoatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup seluruh dusun dalam Kabupaten 


